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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia saat ini tengah berkembang menuju negara maju. 

Perkembangan ini ditandai dengan digalakkannya pembangunan nasional di 

seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Replubik Indonesia). Pembangunan 

nasional bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia untuk 

bisa hidup layak. Demi terciptanya cita-cita ini, pemerintah terus menerus 

membuat pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik. Untuk dapat 

memperlancar proses pembangunan nasional ini maka dibutuhkan dana anggaran 

yang tidak sedikit. Dengan memaksimalkan penerimaan negara berupa pajak, 

pemerintah dapat memperoleh dana tersebut. 

 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara (UU No.28 Tahun 2007) 

 Wajib pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 adalah orang pribadi 

atau badan meliputi, pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
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negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (UU No.28 

Tahun 2007). 

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang atau 

jasa yang dikonsumsi di dalam negeri (Suhartono dan Ilyas, 2012). Ada beberapa 

ciri dari Pajak Pertambahan Nilai, yaitu: (1) Barang atau jasa yang dikenai PPN 

disebut Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), (2) PPN bersifat 

netral dalam perdagangan dalam negeri dan luar negeri sehingga memberikan 

perlakuan yang sama atas suatu transaksi baik di dalam negeri maupun di luar 

negeri, (3) PPN dikenai mulai impor/produsen sampai dengan pengecer dengan 

sistem perkreditan untuk menghindari pengenaan pajak berkali-kali. Selisih antara 

penjualan dengan perolehan merupakan nilai tambah suatu barang atau jasa nilai 

(Suhartono dan Ilyas, 2012). 

 Pajak Penghasilan (PPh) dapat didefinisikan sebagai pungutan yang 

dikenakan terhadap penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak. Subjek pajak 

dalam Pajak Penghasilan (PPh) yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi 

sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT). (UU No. 36 Tahun 2008). 

 Menurut UU No.36 Tahun 2008 pasal 4 angka 1, yang menjadi objek 

pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 
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Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, termasuk:  

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c) Laba usaha; 

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

i. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham 

atau penyertaan modal; 

ii. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya; 

iii. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau 

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 

iv. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, 

atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan 

keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk 
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yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 

usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak 

ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan 

v. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian 

atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan. 

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dab pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha 

koperasi; 

h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 

l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 
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 Pajak Penghasilan juga secara khusus mengatur pungutan pajak untuk 

badan yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang 

lain. Pajak ini disebut dengan Pajak Penghasilan pasal 22. Waluyo (2013) 

mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan 

pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau 

kegiatan usaha di bidang lain.  

 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, 

yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam 

negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya (Waluyo,2013). Tarif dan objek Pajak Penghasilan 

Pasal 23 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (Waluyo, 2013) 

a) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas: 

i. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

ii. Bunga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf f; 

iii. Royalti; dan 
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iv. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang 

telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat (1) huruf e 

Undang-Undang Pajak Penghasilan, hadian dan 

penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 

negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang 

diselenggarakan msialnya kegiatan olahraga, keagamaan, 

kesenian, dan kegiatan lainnya. Sedangkan hadiah dan 

penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri 

berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. 

 

b) Sebesar 2% dari jumlah bruto atas: 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan 

dengan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 

ii. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, 

jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa 

yang telah dipotong, Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21. 
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 IAI (2010) dalam PSAK 46 juga membahas Pajak Penghasilan dalam 

aspek pelaporan laporan keuangan komersial perusahaan. Masalah utama dalam 

perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung 

konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk hal-hal berikut ini: (1) Pemulihan 

jumlah tercatat aset (liablitias) di masa depan yang diakui pada laporan posisi 

keuangan entitas, (2) Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode 

kini yang diakui pada laporan keuangan entitas (IAI, 2010). 

 Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Ketetapan yang meliputi Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (UU No. 28 

Tahun 2007). 

 Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 

2013). 

  

Dengan demikian, judul laporan magang ini adalah Pelaksanaan Jasa 

Perpajakan dan Penyediaan Bukti Pemeriksaan di PT Indolakto. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Kerja Magang ini dilakukan bertujuan untuk lebih memahami proses administrasi 

dan pemeriksaan pajak yang sedang terjadi di PT Indolakto. Pengetahuan 

akuntansi dan pajak meliputi penyediaan data pemeriksaan berupa beragam 

laporan yang diminta oleh pemeriksa pajak, analisa terhadap general ledger dan 

SPT atas Pajak Penghasilan perusahaan serta pengetahuan lainnya sangat 

diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan seperti rekonsiliasi Pajak Penghasilan 

dan Penerbitan SPT masa yang akurat bagi PT Indolakto. 

 

1.3  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Waktu pelaksanaan kerja magang dimulai dari tanggal 2 Juli 2014 hingga 

5 September 2014 yang bertempat di PT INDOLAKTO, Jalan Raya Bogor 

Km. 26,6 Jakarta TImur. Jam kerja magang dilaksanakan setiap hari kerja, 

yaitu hari senin hingga jumat yang dimulai dari pukul 08.00-16.30 saat 

bulan puasa dan pukul 08.00-17.00 selain di bulan puasa. 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 Prosedur pelaksanaan kerja magang menurut Buku Panduan Kerja Magang 

 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia 

 Nusantara dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pengajuan, tahap 

 pelaksanaan, dan tahap akhir. 
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I. Tahap Pengajuan 

a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja 

magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang 

yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang 

ditandatangani oleh Ketua Program Studi. 

b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program 

Studi. 

c. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program 

Studi 

d. Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali 

Surat Pengantar Kerja Magang. 

e. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa 

yang bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang 

dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang. 

f. Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja 

Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan 

Penilaian Kerja Magang. 

II. Tahap Pelaksanaan 

a. Sebelum melaksanakan Kerja Magang, mahasiswa diwajibkan untuk 

menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang diwajibkan sebagai 

pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 2 kali tatap 

muka. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tanpa alasan 

yang dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan pinalti dan 
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tidak diperkenankan melaksanaan praktik kerja magang di perusahaan 

pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah 

pembekalan magang pada periode berikutnya. 

b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat 

petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, 

termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. 

c. Mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi 

tempat pelaksanaan Kerja Magang. 

d. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan 

sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang 

diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, 

konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa 

mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang 

diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya. 

 

III. Tahap Akhir 

a. Setelah Kerja magang diperusahaan selesai, temuan serta aktivitas 

yang dijalankan selama kerja magang dituangkan dalam laporan kerja 

magang dengan bimbingan Dosen Pembimbing Kerja Magang. 

b. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format dan 

struktur Laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara. 

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan 

permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus 
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mendapatkan pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh 

Ketua Program Studi. Laporan Kerja Magang diserahkan kepada 

Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi 

formulir penilaian pelaksanaan kerja magang. 

d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang 

terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang 

e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing 

Lapangan di perusahaan dan surat keterangan yang menjelaskan 

bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirm 

secara langsung kepada Koordinator Magang. 

f. Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator 

Kerja Magang menjadwalkan Ujian Kerja Magang. 

g. Menghadiri Ujian Kerja Magang dan mempertanggungjawabkan 

laporan pada saat Ujian Kerja Magang. 
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